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Tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Salah satu kewajiban pemerintah adalah melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD RI tahun 1945. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan No.81/1995 dan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Saat ini telah dan sedang terjadi pergeseran paradigma, yaitu pergeseran peran dari serba negara ke swasta/masyarakat, kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan dari politik-budaya lokal tradisional ke global. Peran pemerintah bergeser lebih kepada pelayanan, fasilitasi, dan regulasi, dengan maksud agar jalannya kepemerintahan menjadi tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, Product Domestic Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 
Undang Undang No.18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, mengamanatkan bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan akan semakin meningkat.

Permasalahan utama perkebunan antara lain adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih rendah dibanding potensi, meskipun ada beberapa  komoditas yang sudah mendekati potensi. Rendahnya produktivitas tersebut karena sebagian besar perkebunan rakyat belum menggunakan benih bina/unggul, terjadi kehilangan produksi akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tidak dikendalikan secara optimal, dan dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir.

Di pasar internasional  banyak klaim dan penolakan produk ekspor perkebunan Indonesia akibat tidak memenuhi persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS) terutama karena adanya serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida. Juga penerapan berbagai standar mutu oleh beberapa negara konsumen seperti ISO 9000 tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 tentang Manajemen Lingkungan dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) merupakan tantangan yang harus dihadapi. Produk perkebunan yang dalam proses produksinya tidak ramah lingkungan, tidak mengindahkan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dapat ditolak atau tidak diterima oleh pasar/konsumen.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas atau bidang pengawasan dan sertifikasi mutu benih perkebunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2009 Tanggal 25 Pebruari 2009.

Disamping itu mempunyai juga memberikan kontribusi bagi PAD melalui penarikan retribusi sesuai Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2009 tentang Tarif retribusi jasa pelayanan sertifikasi, pengujian benih tanaman dan penggunaan sarana produksi.  

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan Pengujian, Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih Perkebunan. 
Dalam melaksanakan tugas UPTD-PBP menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana teknis operasional pengawasan benih perkebunan;

b. Pelaksanaan  kebijakan teknis operasional pengawasan benih perkebunan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan benih perkebunan;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu adanya standar baku yang dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan yang dapat memudahkan dan memuaskan bagi pihak yang dilayani dan melayani.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Standar Pelayanan Publik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dimaksudkan untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi penyelenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masyarakat pengguna yang dilayani.

Tujuan penyusunan standar pelayanan ini adalah untuk :
a. memberikan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan koorporasi yang baik;

c. memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum baik masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

C. Ruang lingkup
Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan meliputi menyelenggarakan Pengujian, Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih Perkebunan, serta pelayanan administrasi di bidang perbenihan, dan kesekretariatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan
1.   VISI

Menjadi lembaga pengujian, sertifikasi dan pengawasan mutu benih perkebunan yang profesional dan berdaya saing.

2.   MISI

*  Meningkatkan pelayanan pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih  tanaman perkebunan.

*  Mendorong tumbuh dan berkembangnya produsen, penangkar benih dan pengedar benih perkebunan yang berkualitas

*    Memasyarakatkan manfaat penggunaan benih bersertifikafat dan berlabel.

*  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk memujudkan pelayanan yangt akuntabel berorientasi kepada kepercayaan dan kepuasan masyarakat. 

3.   MOTTO PENGAWASAN
- Kedisiplinan

- Kebersamaan

- Keterbukaan

- Kejujuran

- Visioner

- dan Keikhlasan merupakan kunci keberhasilan

4.  JANJI PELAYANAN

- Mudah

- Murah

- Cepat

- Tepat

- Terkendali

- Akurat

5. ETIKA PELAYANAN

- Sapa dengan senyum

- Ikhlas dalam pelayanan

- Mengerjakan sesuai aturan

- Peduli terhadap lingkungan

- Arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan

- Profesional

- Inovatif dalam berkarya

- Komitmen dalam Networking
6.  MOTTO 

” Benih adalah awal kehidupan, satu benih sejuta harapan”

7.  BRAND NAME

”Mutu benih perkebunan .....................Luar Biasa”
D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas;
7. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004, tentang Perkebunan;
8. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
11. Keputusan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
E. Pengertian
1.     Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.     Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3.     Standar Operational Procedures (SOP) adalah paduan dalam melaksanakan kegiatan (bisnis proses).

4.     Penyelenggaraan Pelayanan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

5.     Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, termasuk Badan Usaha Milik (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum (BLU)

6.     Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.     Unit  Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat

8.     Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

9.     Unit Pelayanan Publik Terbaik adalah unit  pelayanan publik yang telah dinilai dan ditetapkan sebagai unit pelayanan yang mempunyai kinerja terbaik berdasarkan keputusan Tim Penilai

10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan  publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Pejabat Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

13. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.

14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan

15. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyiapan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat.

16. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakan tanaman.
Benih tanaman berupa biji, bibit, stek, entres dan planlet.
17. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.

18. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih bina di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan. 
19. Kebun Penangkaran adalah kebun yang ditanam dengan biji / bagal yang akan menghasilkan benih berupa biji / bagal untuk pertanaman selanjutnya.

20. Kebun Entres adalahkebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan okulasi atau disambung atau disusukan dengan batang bawah.

21. Kebun Pembibitan adalah kebun yang akan menghasilkan bibit baik berasal dari biji (perbanyakan generatif) maupun dari stek/sambung (perbanyakan vegetatif)
22. Blok Penghasil Tinggi adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi dan merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman biji 
23. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan,pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. 
II. JENIS PELAYANAN PUBLIK.
A. Layanan utama.
1. Sertifikasi Kebun Induk

Sertifikasi kebun induk adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat mutu Kebun Induk tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  sehingga hasil produksi benih beupa biji dapat digunakan sebagai bahan tanam dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan.

2. Seleksi Pohon Induk

Seleksi pohon induk adalah rangkaian kegiatan pemilihan pohon Induk untuk mendapatkan Surat Keterangan Mutu sebagai pohon Induk, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  yang akan menghasilkan benih, baik berupa biji maupun stek untuk digunakan sebagai bahan tanam dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan. 

3. Sertifikasi Kebun Entres

Sertifikasi kebun entres adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat mutu Kebun Entres tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  sehingga hasil produksi benih berupa entres dapat digunakan sebagai bahan tanam dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan

4. Sertifikasi Kebun Penangkaran

Sertifikasi kebun penangkaran adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat mutu Kebun Penangkaran tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  sehingga hasil produksi benih berupa biji maupun stek dapat digunakan sebagai bahan tanam dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan.

5. Sertifikasi Bibit

Sertifikasi bibit adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat mutu Bibit tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  melalui pemeriksaan lapangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan tanam dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan.

6. Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih adalah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Sertifikat terhadap benih tanaman perkebunan,yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi  melalui pengujian laboratorium sehingga benih layak untuk digunakan sebagai bahan tanam  dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan.

B. Produk Layanan Utama
1. Sertifikat Kelayakan Kebun Induk

2. Sertifikat Kelayakan Pohon Induk Terpilih

3. Sertifikat Kelayakan Kebun Entres

4. Sertifikat Kelayakan Kebun Penangkaran

5. Sertifikat Kelayakan Bibit

III. STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

A. Persyaratan
Untuk mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan, masyarakat pengguna layanan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan Layanan 
	      PERSYARATAN

Jenis 

Layanan
	Surat Permohonan
	Bukti Asal usul benih sumber*)
	Bukti pemurnian kebun
	Label benih sumber
	Sertifikat hasil pemeriksaan lapangan*)
	Bukti asal usul isolat

	Memiliki TRUP
	Surat Pernyataan
	Pembayaran

	Layanan Utama
	
	

	Sertifikasi
Kebun induk
	√
	√
	√
	√
	−
	−
	−
	−
	√

	Sertifikasi
Kebun entres
	√
	√
	√
	√
	−
	−
	−
	−
	√

	Sertifikasi
Kebun penangkaran
	√
	√
	−
	√
	−
	−

	√
	−
	√

	Sertifikasi
Bibit
	√
	√
	−
	√
	−
	√
	√
	−
	√

	Pengujian mutu benih  
	√
	√
	−
	−
	√
	-

	√
	−
	√


B. Sistem, mekanisme dan prosedur

Masyarakat pengguna layanan harus mengikuti sistem, mekanisme dan prosedur yang telah dibakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang telah dibakukan antara lain :
1. Layanan Utama

a. SOP Pengujian Mutu Benih.

b. SOP Sertifikasi Kebun Induk.

c. SOP Sertifikasi Kebun Entres.

d. SOP  Sertifikasi Kebun Penangkaran.

e. SOP Sertifikasi Bibit.

SOP dimaksud sebagaimana terlampir. 

C. Waktu  layanan.

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja sebagai berikut :

· Hari Senin s.d Kamis,  Jam : 07.30 – 16.00, Istirahat Jam 12.00 – 13.00
· Hari Jumat, Jam : 08.00 – 11.00 

D. Biaya/Tarif Layanan
Biaya/Tarif  pelayanan  yang dibebankan pada masyarakat pengguna didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Prov. Kaltim No.16 Tahun 2009
E. Sarana Dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang perlu tersedia dalam memberikan pelayanan antara lain :

1.  Sertifikasi kebun induk, 

· SOP Sertifikasi Kebun Induk

· Hand Counter

· Papan clip Board

· Pensil

· Kalkulator

· Pakaian lapangan

· Sepatu Lapangan

· Topi

· Komputer/Laptop

· Kertas HVS. 
· Baju Pelampung 
2.  Seleksi pohon induk.

· SOP Sertifikasi pohon Induk

· Hand Counter

· Papan clip Board

· Pensil

· Kalkulator

· Pakaian lapangan

· Sepatu Lapangan

· Topi

· Komputer/Laptop

· Kertas HVS

· Baju Pelampung 

3.  Sertifikasi kebun entres.

· SOP Sertifikasi kebun entres

· Hand Counter

· Papan clip Board

· Pensil

· Kalkulator

· Pakaian lapangan

· Sepatu Lapangan

· Topi

· Komputer/Laptop

· Kertas HVS

· Baju Pelampung 

4. Sertifikasi kebun penangkaran.

· SOP Sertifikasi kebun penangkaran 

· Hand Counter

· Papan clip Board

· Pensil

· Kalkulator

· Pakaian lapangan

· Sepatu Lapangan

· Topi

· Komputer/Laptop

· Kertas HVS
· Baju Pelampung 

5.  Sertifikasi bibit.

· SOP Sertifikasi bibit

· Hand Counter

· Papan clip Board

· Pensil

· Kalkulator

· Pakaian lapangan

· Sepatu Lapangan
· Topi
· Komputer/Laptop
· Kertas HVS

· Baju Pelampung 

6. Pengujian mutu benih.

	Alat Penerimaan Benih

	Timbangan kapasitas 1,2 kg

	Mechanical soil / electrical devider

	 

	Alat mengukur Kadar Air

	a. oven (suhu 105 C; suhu 200 C)

	b. Grinder dan saringan

	c. Desikator

	d. Cawan porselin/crusible

	e. Jepitan asbes

	f. Sarung tangan (asbes/karet)

	g. Timbangan analitik

	h. sendok tanduk

	i. pinset

	 

	Alat analisis Kemurnian Fisik

	a. Meja kemurnian/diaphonoscope

	b. Pinset

	c. Scalpel

	d. Lup

	e. Magnifier with lamp

	 

	Alat Pengujian Viabilitas/Daya Berkecambah

	a. Germinator cabinet

	b. Bak Kecambah plastik

	c. Pinset

	d. Gelas ukur

	e. Hand sprayer

	f.  Petridish


F. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai.

Tabel 4. Kompetensi dan jumlah pelaksana
	TOLOK UKUR 
	KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI

	
	Sertifikasi Kebun Induk
	Sertifikasi Kebun Entres
	Seleksi pohon induk terpilih
	Sertifikasi Kebun  Penangkaran
	Sertifikasi  Bibit
	Pengujian Mutu Benih

	Pendidikan
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.
	SLTA( Pert.
/Ipa/Biologi) - S1 Pert.

	Pelatihan
	Diklat Dasar PBT.
	Diklat Dasar PBT.
	Diklat Dasar PBT.
	Diklat Dasar PBT.
	Diklat Dasar PBT.
	Diklat Dasar PBT.

	Diklat khusus
	Sertifikasi Benih
	Sertifikasi Benih
	Sertifikasi Benih
	Sertifikasi Benih
	Sertifikasi Benih

	Analis Mutu Benih

	Jumlah pelaksana
	5
	5
	5
	5
	5
	5


G. Jaminan Pelayanan

Untuk memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peralatan yang digunakan setiap tahun di kalibrasi.
2. Untuk menyamakan persepsi dalam   pengujian dilakukan Uji Banding antar analis setiap 6 bulan sekali 

3. Dilakukan Validasi metode setiap tahun.

4. Acuan Standar pengujian maupun Sertifikasi didasarkan pada SNI/ RSNI/Juknis
5. Dalam melaksanakan Operasional Pengujian maupun Sertifikasi menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.

6. Dilakukan Audit Internal oleh auditor masing-masing UPT (sistem manajemen mutu, laboratorium penguji, dan sertifikasi produk) minimal satu tahun sekali.

7. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.

H. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan.
Jaminan keamanan dan  keselamatan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan beresiko keragu-raguan dalam pelaksanaan dan produk layanan yang dihasilkan.

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa antara lain :

· Pembuatan ruang asam

· Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

· Produk yang dihasilkan memenuhi standar

· Penyediaan alat pengaman kerja seperti masker, baju laboratorium, sarung tangan, tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.

· Baju pelampung, jaket, jas hujan, sepatu lapangan.

· Jaminan asuransi bagi petugas

· General check up untuk petugas 

· Peringatan penggunaan produk yang dihasilkan

I. Sistem Informasi.
Dalam rangka penyebaran informasi dalam memberikan pelayanan publik maka dilakukan upaya antara  lain melalui :

1. Website 
2. Penyebaran Leaflet, Brosur.
3. Klinik pelayanan
4. Pameran.
5. Iklan melalui media elektronik dan cetak
IV. PEMBINAAN  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pengawasan Internal

Dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan publik dilakukan pengawasan internal berupa :
1. Pengawasan langsung oleh atasan.
Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
2. Pengawasan oleh Satlak Pengendali Internal 

Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh satuan pelaksana pengendali internal yang ditunjuk oleh Kepala UPTD. 
3. Pengawasan fungsional 

Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Auditor Badan Pengawasan Provinsi (Bawasprov) Kalimantan Timur
B. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perbenihan dan proteksi.

C. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Untuk memberikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang dinamis dan konstruktif, masyarakat pengguna layanan UPTD diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pengaduan, saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

D. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan.
Terhadap setiap penyelenggaran pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara berkala minimal setiap semester.  Untuk mengetahui kinerja yang dicapai indikator yang dapat digunakan  adalah :

1. Jumlah dan jenis output layanan 
2. Indeks Kepuasan Masyarakat  (IKM)
3. Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
4. Banyaknya pengaduan
Samarinda, 8 Juni 2010

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

H.M. NURDIN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640510 199010 1 001
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